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BAB VIII  

PENUTUP 

 

8.1 Kesimpulan 

 Tujuan utama dari disertasi ini adalah untuk menganalisis praktik manipulasi 

data autentik wali nikah, faktor-faktor yang melatarinya, serta implikasi dari praktik 

tersebut terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. Berpijak pada 

rasionalisasi kepedulian emosional dan perlindungan marwah, manipulasi data 

autentisitas wali nikah di Pasaman Barat menimbulkan konsekuensi serius mulai dari 

pembatalan perkawinan, ketidakpastian status nasab, hingga degradasi kehormatan 

yang terbangun di atas pelanggaran hukum. Berdasarkan temuan dan analisis 

mendalam, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai jawaban atas pertanyaan 

penelitian: 

8.1.1. Tindakan manipulasi data autentisitas wali nikah pada masyarakat 

Pasaman Barat bukanlah sekadar pelanggaran hukum yang acak, 

melainkan sebuah pilihan strategis yang didasari oleh kalkulasi rasional. 

Para pelaku, yang bertindak dalam kerangka rasionalitas terbatas, 

memandang manipulasi sebagai solusi paling efektif untuk 

memaksimalkan utilitas mereka dengan mengatasi berbagai kendala. 

Modus operandi ini mencakup kesengajaan tidak mencantumkan atau 

memalsukan identitas ayah kandung, adanya perbedaan eksplisit antara 

nama ayah di dokumen resmi dengan ayah biologis, pemalsuan status 

ayah kandung (misalnya status hidup/mati), pencantuman keterangan 

"anak biologis" pada kasus anak yang lahir di luar nikah (yang 

perwaliannya tidak sah secara syariat namun dicantumkan sebagai wali 

sah di mata hukum negara), serta manipulasi data dalam kasus adopsi di 

mana orang tua angkat secara penuh menggantikan nama orang tua 

kandung. Pola manipulasi ini tidak bersifat insidentil menjelang 

pernikahan, melainkan dilakukan secara berkelanjutan sejak awal 
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pengurusan administrasi kependudukan anak (akta kelahiran, kartu 

keluarga, ijazah) hingga akhirnya digunakan dalam pendaftaran 

pernikahan di KUA. Manfaat yang dipersepsikan seperti kemudahan 

administrasi, pencapaian legitimasi pernikahan untuk menghindari 

masalah di masa depan, serta perlindungan emosional dan sosial dari rasa 

malu dianggap lebih berharga daripada risiko hukum yang ada. Fenomena 

ini menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum formal 

(law in books) dan realitas sosial (law in action), di mana prosedur hukum 

yang kaku, kurangnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi, dan 

kuatnya tekanan sosial mendorong individu untuk mencari solusi 

pragmatis di luar kerangka hukum yang ada. 

8.1.2. Faktor-faktor yang melatari tindakan manipulasi ini dapat dipahami 

melalui lensa teori pilihan rasional dan rasionalitas terbatas, di mana 

individu melakukan kalkulasi subjektif atas biaya dan manfaat. Manfaat 

yang dipersepsikan oleh para pelaku sangat bervariasi, meliputi 

kemudahan proses administrasi pernikahan sebagai jalan pintas dari 

birokrasi yang rumit atau potensi penolakan, pencapaian legitimasi dan 

keabsahan pernikahan demi menghindari masalah hukum di masa depan, 

serta perlindungan emosional dan sosial untuk menyembunyikan aib, 

melindungi anak dari stigma, atau menjaga kesejahteraan psikologis. Di 

sisi lain, biaya atau risiko hukum dan sosial yang ada dipersepsikan 

rendah oleh pelaku, seringkali karena minimnya pemahaman akan 

konsekuensi jangka panjang atau keyakinan rendahnya kemungkinan 

manipulasi akan terungkap. Faktor pendorong ini juga mencakup 

ketidakmampuan hukum formal untuk mengakomodasi kompleksitas 

realitas sosial, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman konsekuensi 

di kalangan masyarakat, tekanan sosial dan motif pribadi yang mendalam, 

serta potensi kelemahan dalam sistem penegakan atau pengawasan hukum  

8.1.3. Manipulasi data autentik wali nikah menimbulkan konsekuensi negatif 
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yang meluas dan sistemik pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. 

Secara sosial, praktik ini, meskipun bertujuan menghindari stigma 

sementara, justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap keluarga 

yang terlibat dan dapat menyebabkan pengucilan, sehingga mengikis 

struktur dan ketahanan sosial. Dari perspektif budaya, tindakan ini 

menggerogoti nilai-nilai kehormatan dan integritas yang seharusnya 

dijunjung tinggi, mengaburkan moral, serta menyebabkan hilangnya 

kepercayaan terhadap institusi pernikahan dan adat. Dalam ranah hukum, 

manipulasi ini menyebabkan ketidakabsahan pernikahan secara 

administratif dan hukum, yang berujung pada hilangnya hak-hak perdata 

krusial seperti warisan, nafkah, dan pengakuan anak, serta membuka celah 

pada potensi pidana. Secara agama, praktik ini secara fundamental 

bertentangan dengan prinsip fiqh Islam tentang wali yang sah dan 

keabsahan akad nikah, bahkan berpotensi merusak nasab yang harus 

dipelihara. Ironisnya, tindakan ini, yang bertolak dari upaya menghindari 

masalah subjektif, justru membuka jalan bagi kerusakan (mafsadah) yang 

lebih besar dan fundamental dan secara keliru mengabaikan hierarki 

tujuan syariat (Maqasid al-Shari'ah) dalam menjaga nasab dan kesucian 

akad nikah. Dengan demikian, "kemaslahatan" yang dipersepsikan oleh 

pelaku sejatinya adalah Maslahah Mulghah, yaitu manfaat yang ditolak 

oleh syariat karena bertentangan dengan dalil dan menimbulkan kerusakan 

yang lebih parah. 

8.2 Rekomendasi 

 Sebagai upaya komprehensif untuk mengatasi fenomena manipulasi data 

autentik wali nikah dan dampak negatifnya, disarankan beberapa langkah strategis 

yang saling terkait. Pertama, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi hukum 

yang masif dan berkelanjutan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tokoh agama dan adat. Edukasi ini 
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harus meliputi pemahaman mendalam tentang pentingnya data autentik, konsekuensi 

hukum dari pemalsuan data, serta dampak jangka panjang pada hak-hak perdata dan 

keabsahan pernikahan, baik menurut hukum negara maupun syariat Islam. Kedua, 

pemerintah didorong untuk mengadopsi pendekatan multisektoral dalam penanganan 

kasus, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosiologis dan 

psikologis. Pendampingan bagi keluarga yang menghadapi tekanan sosial atau dilema 

personal dapat membantu mereka menemukan solusi legal dan etis tanpa harus 

menempuh jalur manipulasi. 

Selain itu, sebagai rekomendasi khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten 

Pasaman Barat, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan mekanisme yang 

jelas mengenai: (1) pengangkatan anak (adopsi), (2) pencantuman nama ayah 

kandung bagi orang tua sambung (ayah tiri) pada dokumen kependudukan seperti 

Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lain, (3) pencantuman orang tua 

biologis pada akta kelahiran anak yang lahir dari orang tua yang hamil sebelum 

menikah, serta (4) penanggulangan terhadap dokumen kependudukan dan pendidikan 

seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan ijazah yang sudah terlanjur 

mencantumkan nama ayah sambung (ayah tiri) atau ayah adopsi. Langkah ini penting 

untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, serta memastikan 

kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. 

Ketiga, perlu adanya penguatan integritas dan pengawasan penegakan hukum 

di seluruh tingkatan. Konsistensi dalam penindakan dan penerapan sanksi yang 

memadai akan meningkatkan efek jera dan membangun kembali kepercayaan publik 

terhadap transparansi dan keadilan sistem hukum. Terakhir, revitalisasi peran tokoh 

agama dan adat sangat krusial. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam 

memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai 

prinsip pernikahan yang sah, bahaya manipulasi data, serta solusi syar’i untuk situasi-

situasi kompleks yang mungkin dihadapi 
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8.3 Implikasi 

  Secara teoritis, studi ini mengukuhkan relevansi dan kompleksitas penerapan 

berbagai teori sosiologi hukum. Ia memperdalam pemahaman tentang kepatuhan 

hukum (melalui dimensi compliance, identification, dan internalization), 

mengukuhkan teori pilihan rasional dan rasionalitas terbatas dalam menjelaskan 

motivasi di balik tindakan pelanggaran hukum, serta mengaplikasikan teori kausalitas 

untuk membedah jejaring sebab-akibat yang mendorong manipulasi data. Lebih jauh, 

penelitian ini memperkenalkan konsep kepatuhan subversif sebagai bentuk 

ketidaktaatan hukum yang terselubung, di mana pelaku memanfaatkan prosedur 

sistem demi mengakali aturan. Temuan mengenai anarki administratif akibat erosi 

supremasi hukum dan integritas data kependudukan juga menjadi kontribusi 

signifikan. Selain itu, studi ini memperkaya kajian tentang Maslahah Mulghah 

dengan menyajikan contoh nyata bagaimana kemaslahatan yang dipersepsikan secara 

subjektif dapat ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan dalil dan 

menimbulkan kerusakan fundamental. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai 

guna yang substansial. Hasilnya dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah 

daerah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait lainnya di Kabupaten Pasaman Barat, untuk 

merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan manipulasi data wali nikah yang 

lebih efektif, holistik, dan berbasis data. Studi ini diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi jangka panjang 

dari manipulasi data terhadap hak-hak perdata, integritas keluarga, dan legitimasi 

pernikahan. Lebih jauh, penelitian ini dapat mendorong dialog konstruktif antara 

pembuat kebijakan, penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk 

menjembatani kesenjangan antara law in books (hukum tertulis) dan law in action 

(hukum dalam praktik masyarakat), demi menciptakan sistem hukum yang lebih 

responsif dan adil. Pada akhirnya, studi ini menggugah kembali pentingnya integritas 

data kependudukan sebagai fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar 

setiap warga negara. 
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8.4 Keterbatasan Studi 

 Studi ini, meskipun telah berupaya maksimal untuk memberikan analisis 

mendalam, memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan dapat menjadi 

landasan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, terdapat keterbatasan dalam 

pendalaman data psikologis dan emosional yang lebih rinci di balik motif 

manipulasi. Meskipun mengidentifikasi adanya motif seperti sakit hati atau 

keinginan untuk melindungi perasaan anak, penelitian ini belum melakukan 

penggalian secara khusus dari perspektif psikologi klinis atau konseling yang 

mungkin dapat mengungkap dinamika emosional dan trauma yang lebih 

kompleks. Kedua, representasi sampel kasus yang hanya berjumlah 24 kasus, 

meskipun sudah menggambarkan pola berulang, mungkin belum sepenuhnya 

mencakup seluruh spektrum dan variasi praktik manipulasi di seluruh Kabupaten 

Pasaman Barat, atau di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosio-kultural 

serupa. Ketiga, penelitian ini lebih banyak berfokus pada perspektif pelaku dan 

pihak yang terlibat langsung dalam manipulasi. Kurangnya pendalaman dari sudut 

pandang pihak lain yang mungkin dirugikan secara langsung, seperti calon 

pengantin pria yang tidak menyadari manipulasi, atau bahkan anak yang telah 

dewasa dan mengetahui status aslinya, dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif. Terakhir, meskipun telah menggunakan beberapa teori sosiologi 

hukum, analisis belum sepenuhnya mengintegrasikan kerangka teori sosiologi 

hukum yang lebih kompleks, seperti teori strukturasi Giddens atau teori 

reproduksi sosial Bourdieu secara mendalam, untuk memahami bagaimana 

praktik ini direproduksi dan dilanggengkan dalam struktur sosial yang lebih besar. 

Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan studi 

kualitatif yang lebih mendalam dengan pendekatan psikologis untuk memahami 

dampak emosional dan psikologis pada semua pihak yang terlibat; (2) 

memperluas jangkauan sampel dan metode pengumpulan data untuk 

mengonfirmasi generalisasi pola manipulasi atau mengidentifikasi variasi lain di 

wilayah yang lebih luas; (3) menganalisis fenomena ini dari sudut pandang 
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korban atau pihak yang dirugikan oleh manipulasi data; dan (4) mengembangkan 

kerangka teoretis yang lebih kompleks, misalnya dengan mengintegrasikan teori-

teori tentang reproduksi sosial ketidakpatuhan hukum atau kajian tentang agen 

dan struktur dalam konteks masyarakat adat dan modern. 
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